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KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 
NOMOR 1931/KPTS-34/XII/2025 

 
TENTANG 

 
TIM PELAKSANA, JEJARING INOVASI DAN KEMITRAAN 

SERTA AKTOR INOVASI PERMATA KEPRI 

PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, 

kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah, serta 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu 

dilakukan pengembangan dan penerapan Inovasi Daerah; 

 
b. bahwa dalam rangka penerapan InovasI Permata Kepri 

(Aplikasi Pendataan Masyarakat Perantau Asal Kepulauan 
Riau) pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan 
Riau, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana, Jejaring Inovasi 
dan Kemitraan, serta Aktor Inovasi Permata Kepri pada Badan 
Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dab huruf b perlu menetapkan Keputusan 

Gubernur Kepulauan Riau; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4237); 

 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
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Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 206 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6123); 

 
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 112); 

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 

tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau 
Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1611); 

 
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 37); 

 
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau Nomor 55); 

 
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2022 

tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi 
Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 870); 

 
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi 
Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909); 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : 

 
KESATU : Tim Pelaksana, Jejaring Inovasi dan Kemitraan, serta Aktor 

Inovasi Permata Kepri pada Badan Penghubung Daerah Provinsi 
Kepulauan Riau. 

 
KEDUA : Tim Pelaksana, Jejaring Inovasi dan Kemitraan, serta Aktor 

Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 
disebutkan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III 
Keputusan ini. 



KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 
mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, 
pengolahan data dan penyajian hasil kegiatan inovasi; 

2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan inovasi 
secara berkala; 

3. Melakukan Pelaksanaan Koordinasi dengan para Pemangku 
Kepentingan/ Stakeholders terkait Pemanfaatan Permata 
Kepri. 

 
KEEMPAT  :  Jejaring Inovasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada 

diktum KESATU bertugas mendukung dan memperluas dampak 
Inovasi Permata Kepri dalam Badan Penghubung Daerah 
Provinsi Kepulauan Riau. 

 
KELIMA : Aktor Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 

berperan aktif dalam keberhasilan Inovasi Permata Kepri 
sehingga Inovasi tersebut dapat terlaksana secara efektif, 

efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan. 

 
KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025. 

 
KETUJUH :  Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan. 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2025 

 
a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 

 
 

 
ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M. 
Pembina Tk.l (IV/b) 

NIP. 19710311 200312 1 004 
 

 
Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 

2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 

3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 

5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 
Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 

6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 
di Tanjungpinang. 

 
Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 



Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau 
Nomor : 1931/KPTS-34/XII/2025 
Tanggal : 30 Desember 2025 

 

 
TIM PELAKSANA 

INOVASI PERMATA KEPRI 
PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

NO NAMA/NIP/NIPPPK JABATAN JABATAN DALAM TIM 

1 2 3 4 

1. 
ENDRIE DJOKO SATRIO, ST., MM 
NIP 197103112003121004 

Kepala Badan 
Penghubung Daerah 

Penanggung Jawab 

2. 
MUHAMMAD HEYKAL, ST., MM 
NIP 197407132002121001 

Sub Koordinator 
Hubungan Antar 

Lembaga 
Ketua 

3. 
DIAN TRISNAWATI AMALIA, S.Sos 
NIP 198807282011012008 

Pranata Humas Ahli 
Pertama 

Anggota 

4. 
EKO WAHYUDI, SE, MM 
NIP 198209112009031002 

Penelaah Teknis 
Kebijakan Anggota 

5. 
NICKEN PUJI EDRIANA, S.Pd 
NIP 198701152009032004 

Penelaah Teknis 
Kebijakan Anggota 

6. 
DIAN EKO WIDJAYA 
NIP 198107182014011001 

Pengadministrasi 
Perkantoran 

Anggota 

 
 

 
a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 

 
 
 

 
ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M. 
Pembina Tk.l (IV/b) 

NIP. 19710311 200312 1 004 



Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau 
Nomor : 1931/KPTS-34/XII/2025 
Tanggal : 30 Desember 2025 

 

 
JEJARING INOVASI DAN KEMITRAAN 

INOVASI PERMATA KEPRI 

PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

 

NO NAMA/NIP JABATAN KETERANGAN 

1 2 3 4 

 
1 Dr. Aries Fhariandi, S.Sos., M. Si 

NIP 197904222003121009 

Kepala Badan 
Perencanaan, Penelitian 

dan Pengembangan 

 

2 
Hendri Kurniadi, S.STP., M.Si 
NIP 197711161996121001 

Kepala Dinas Kominfo 
 

3 
Dr. Andi Agung, S.E., M.M. 
NIP 196908231993031006 

Kepala Dinas Pendidikan 
 

4 
Drs. Muhammad Iksan, M.Si. 
NIP 196905101994011004 

Kepala Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

 

5 
Misni, S.KM., M.Si. 
NIP 197305161999032007 

Plt.Biro Kesejahteraan 
Rakyat 

 

 
 

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 

 
 
 

 
ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M. 
Pembina Tk.l (IV/b) 

NIP. 19710311 200312 1 004 



Lampiran III : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau 
Nomor : 1931/KPTS-34/XII/2025 
Tanggal : 30 Desember 2025 

 

 
AKTOR INOVASI PERMATA KEPRI 

PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

 

NO NAMA ORGANISASI INSTANSI/UNSUR 

1 2 3 4 

1 Oecky Rasman Rasyid KPKRJ Komunitas/Paguyuban 

2 Faisal IKPKR Jawa Barat Komunitas/Paguyuban 

3 Mohammad Yakoob KMPKR Yogyakarta Komunitas/Paguyuban 

4 Indra Rukmana IWKR Pekanbaru Komunitas/Paguyuban 

5 Andry Ermawan S.H. 
PKKB Kepri Jawa 
Timur/Surabaya 

Komunitas/Paguyuban 

 
 
 

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 

 
 
 

 
ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M. 
Pembina Tk.l (IV/b) 

NIP. 19710311 200312 1 004 


